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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri barang dan jasa menuntut aspek pemasaran yang baik. 

Salah satu sarana pemasaran yang strategis dan banyak digunakan oleh para pelaku 

usaha adalah periklanan. Iklan merupakan alat komunikasi yang sangat baik antara 

produsen dengan konsumen yang memuat informasi tentang barang yang dipasarkan. 

Untuk itu iklan harus menarik perhatian, menimbulkan kesan, membangkitkan 

perhatian dan memancing reaksi konsumen dengan harapan barang tersebut digemari 

dan akhirnya dikonsumsi oleh konsumen.

Pertumbuhan industri periklanan di Indonesia saat ini berkembang dengan 

pesat. Hal ini terlihat pada data belanja iklan dari survei yang dilakukan Nielsen 

Media Research menunjukkan total belanja iklan bruto Indonesia melalui televisi di 

tahun 2002 meningkat 37 persen menjadi Rp. 12 triliyun yaitu 67 persen dari total 

belanja iklan bruto tahun 2002 dibandingkan iklan untuk koran dan majalah yang 

masing-masing 27 persen dan 6 persen. Ini menjadikan bukti bahwa televisi 

merupakan medium terfavorit bagi para pelaku usaha untuk mengiklankan produk 

barang atau jasanya karena jangkauannya yang luas.

Didorong pesatnya pertumbuhan stasiun televisi (TV) baru, belanja iklan di 

Indonesia mencapai posisi tertinggi di kawasan Asia. Posisi media Televisi menjadi

1
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2

sangat penting sebagai suatu alat komunikasi yang paling efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan pemasaran kepada konsumen.

Televisi sebagai media informasi harus mampu menyampaikan informasi 

yang benar tentang barang yang diiklankan agar tidak mengelabui konsumen dalam 

tayangan periklanannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang- 

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen 

berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang suatu produk.

Namun pada kenyataannya, banyak iklan yang memuat hal-hal dan kata-kata 

yang berlebihan dan cenderung mengelabui masyarakat, salah satu contoh adalah 

iklan minyak kelapa sawit yang dengan jelas menyebutkan dalam iklan bahwa

produknya tidak mengandung kolesterol sehingga masyarakat yang takut akan

penyakit yang ditimbulkan oleh penimbunan kolesterol dalam tubuh pasti membeli 

minyak kelapa sawit tersebut. Apabila ditelaah lebih jauh minyak kelapa sawit (yang 

juga disebut sebagai minyak nabati) mengandung lemak nabati dengan kandungan 

fitosterol dan lebih banyak asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk

• icair.

Oleh karena itu penggunaan kata non kolesterol sebenarnya tidak perlu, 

karena minyak kelapa sawit memang tidak mengandung kolesterol. Kemungkinan 

karena adanya label non kolesterol tersebut menjadikan konsumen rela membeli 

minyak kelapa sawit tersebut dengan harga tinggi.

F. G. Winamo, Kimia Pangan Dan Gizi, Cet. Kedelapan, Jakarta, PT. Gramedia, 1997,
halaman 23.
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Selain sarana untuk menyampaikan informasi tentang suatu barang kepada 

konsumen, iklan juga diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk barang atau 

jasa yang diiklankan dan idealnya dirancang untuk menyajikan informasi yang jujur 

dan bertanggung jawab. Tapi banyak iklan sekarang yang lebih menekankan pada 

kegunaan sekundernya yaitu harapan, prestise, dan kekhawatiran konsumennya dalam 

kehidupan sehari-hari.2 Konsumen yang pada umumnya awam tentang sesuatu 

produk yang dikonsumsinya, sadar atau tidak sadar telah meletakkan kepercayaannya 

pada perusahaan yang menyediakan produk konsumen kebutuhan mereka, baik 

tentang mutu, informasi mengenai kondisi maupun cara pembayarannya akibat 

pengaruh dari iklan di media televisi

Salah satu bentuk iklan yang akhir-akhir ini semakin banyak ditayangkan oleh 

produsen, baik dalam media cetak maupun elektronik, adalah dalam bentuk kesaksian 

para konsumen. Agak berbeda dari iklan-iklan yang pada umumnya menonjolkan 

aspek visual, iklan kesaksian justru menonjolkan aspek verbal.

Tampilannya pun cenderung dirancang secara bersahaja dan tampak apa 

adanya, ditampilkan sebagai sesuatu yang sangat alamiah. Iklan bentuk ini dampak 

persuasifnya kepada konsumen lebih kuat, karena berkesan merupakan pengalaman 

dan bukti nyata dari konsumen. Melalui cara ini maka diharapkan lebih banyak lagi 

konsumen yang mempercayai dan mengikuti jejak si saksi dalam mengkomsumsi 

produk tersebut. Contohnya kesaksian para ibu yang menyatakan bahwa mencuci jadi

2
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung, PT. 

Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 139.
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lebih bersih dan noda tidak kembali lagi setelah menggunakan deteijen tertentu. Ada 

juga iklan kesaksian yang dikombinasi dengan demonstrasi kelebihan yang dimiliki 

suatu merk produk tertentu dibandingkan dengan produk merk lain.3

Secara substantif iklan semacam ini bisa cuma akal-akalan produsen, bahkan 

membohongi konsumen. Karena itu konsumen perlu mencermati antara kesaksian 

yang isinya bener-benar sesuai dengan kenyataan, atau hanyalah kesan yang tentu 

tidak selamanya merupakan kebenaran dari klaim yang disampaikan. Sebuah 

keberhasilan atau kemanfaatan pemakaian produk tertentu bagi seseorang, yang 

bertindak sebagai saksi, bisa saja tidak berlaku umum bagi semua orang.

Pada produk-produk tertentu, boleh jadi kondisi-kondisi spesifik bahkan 

faktor individu pemakai memberi pengaruh atau reaksi yang berbeda. Contohnya 

produk kosmetik dan sabun mandi. Kehadiran zat-zat tertentu pada produk tersebut,

meskipun sangat sedikit, bisa sangat menggangu dan merugikan seseorang,

umpamanya saja yang menderita alergi. Kesan lain yang harus dicermati dari

kesaksian dalam iklan adalah efek instan dari sebuah produk kerap kali jelas 

berlebihan4

Memang dari berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah 

periklanan tidak ada yang secara spesifik mengatur masalah kesaksian ini. Secara 

normatif hanya Tata Krama Periklanan Indonesia yang mengaturnya. Satu prinsip 

yang harus diikuti dalam pemakaian kesaksian dalam iklan, menurut Tata Krama

3 ^a*m Saidi, Mengkritisi Kesaksian dalam Iklan, Tempo interaktif, 5 Maret 2002, halaman 2
4 Ibid., halaman 3.
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Periklanan Indonesia adalah menyebutkan nama dan alamat pemberi kesaksian secara 

jelas. Maksudnya, bila diinginkan, konsumen lain bisa mencek kebenaran 

pengalaman nyata si pemberi kesaksian dengan menghubungi langsung yang 

bersangkutan. Ketentuan yang sangat umum ini pun masih sangat jarang diikuti oleh 

pengiklan dan perusahaan periklanan.

Pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan hak-hak 

konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Demikian juga halnya dengan pelaku usaha periklanan 

harus bertanggung jawab atas iklan yang diproduksinya dan segala akibat yang 

ditimbulkan oleh iklan tersebut. Tujuannya agar tercipta kerja sama yang sinergis 

antara pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya melindungi kepentingan konsumen.

Isi iklan harus dijamin kebenarannya. Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan

dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, 

kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketetapan waktu 

penerimaan barang dan/atau jasa; memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak 

tepat mengenai barang dan/atau jasa; serta mengeksploitasi kejadian dan/atau 

seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Iklan juga 

tidak boleh melanggar etika.

Pihak perusahaan periklanan dalam memproduksi iklan dikawal ketat oleh 

kode etik periklanan yang ditanda tangani oleh lima asosiasi (termasuk Persatuan 

Perusahaan Periklanan Indonesia) pada tanggal 17 September 1981. Tata Krama dan
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Tata Cara Periklanan Indonesia ini lalu disempurnakan, dengan penandatanganan 

oleh tujuh instansi yaitu Asosiasi Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia (AMLI), 

Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia (Aspindo), Gabungan 

Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Persatuan Perusahaan Periklanan 

Indonesia (PPPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), 

Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), dan Yayasan Televisi Republik Indonesia pada 

tanggal 19 Agustus 1996.5

Untuk obat-obatan, kode etik periklanan juga mensyaratkan, iklan harus 

sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan. 

Selain itu iklan juga tidak boleh memuat kata-kata yang berisi janji penyembuhan

penyakit, tetapi hanya boleh menyatakan membantu menghilangkan gejala penyakit.

Juga tidak boleh mencantumkan kata-kata “aman”, “tidak berbahaya”, atau “bebas 

risiko” tanpa keterangan lengkap yang menyertainya. Pemakaian tenaga professional 

kesehatan sebagai model iklan, seperti dokter, perawat, ahli farmasi, rumah sakit, atau 

atribut-atribut profesi medis lainnya juga dilarang6

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyebutkan secara 

jelas mengenai iklan pangan. Pasal 33 dari undang-undang ini menyatakan, setiap 

label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan 

mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.7

3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo, 2000, halaman

6 Ibid., halaman 115-116.
7 Ibid., halaman 117.

115.
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Pada prakteknya, ternyata banyak sekali iklan yang ditayangkan di berbagai 

media baik cetak maupun elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. Pemerintah seharusnya mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan 

yang diperlukan agar iklan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang 

menyesatkan. Iklan di televisi banyak yang tidak menggambarkan kondisi produk 

sebagaimana adanya, berlebih-lebihan dan hanya menjual mimpi, mempengaruhi 

emosi dan gengsi serta penyampaiannya dilakukan dengan sangat aktraktif dan 

tendesius. Lolosnya penayangan iklan yang menyesatkan tersebut membuktikan 

bahwa mekanisme pengawasannya masih belum beijalan dengan baik.

Selain sarana pengawasan di tingkat aparatur negara, peranan yang tidak kalah 

penting juga harus datang dari masyarakat, yang dalam hal ini antara lain diwakili 

oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YKLI) yang berperan dalam melakukan pengujian suatu produk tertentu dan 

mempublikasikannya kepada masyarakat selaku konsumen. Selain itu konsumen juga 

harus kritis dan cermat didalam menanggapi iklan-iklan yang ditayangkan pada 

berbagai media.

Kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian, kebodohan, kecerobohan, 

ketidaktahuan ataupun kurangnya informasi yang benar, serta kadangkala diduga ada 

unsur kesengajaan dari pelaku usaha untuk mengelabui dan menipu konsumen dalam 

memproduksi dan memperkenalkan barang atau jasa yang ditawarkan banyak sekali. 

Sementara itu pengawasan lembaga pemerintah terhadap para pelaku usaha 

tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada juga sangat lemah sehingga

yang
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membuat kedudukan konsumen di Indonesia masih sangat lemah dan tidak

terlindungi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, diharapkan dapat 

diketahui lebih lanjut mengenai dampak atau pengaruh iklan melalui media televisi 

terhadap masyarakat, faktor yang menyebabkan iklan tersebut ditayangkan, serta 

kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap iklan yang 

dianggap menyesatkan. Harapan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah 

dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penayangan Iklan Yang

Menyesatkan Melalui Media Televisi.”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka yang menjadi fokus pembahasan adalah

pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh penayangan 

iklan melalui media televisi terhadap konsumen?

2. Apa saja faktor penyebab lolosnya penayangan iklan yang menyesatkan

melalui media televisi?

3. Apakah masyarakat umum memahami secara yuridis pelanggaran hak-haknya 

sebagai konsumen dalam penayangan iklan melalui media televisi?

4. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penayangan 

iklan yang menyesatkan melalui media televisi?
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1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan agar 

analisisnya lebih terarah sesuai dengan tema penulisan, maka permasalahan dibatasi 

hanya pada perlindungan konsumen terhadap penayangan iklan yang menyesatkan 

pada media televisi, yang memuat informasi yang berlebihan bahkan tidak benar 

tentang suatu barang tertentu berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan Penerapan Umum dalam Tata Krama dan Tata

Cara Periklanan Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh atau dampak penayangan iklan melalui media 

televisi terhadap konsumen.

2. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab lolosnya penayangan iklan yang 

menyesatkan konsumen melalui media televisi.

3. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat akan hak-haknya sebagai 

konsumen.

4. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap 

penayangan iklan yang menyesatkan melalui media teleisi.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dengan permasalahan tersebut diatas dibedakan atas 

dua bagian, yaitu:

1. Manfaat teoritis penulisan ini adalah:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Hukum Perlindungan Konsumen

2. Manfaat praktis penulisan ini adalah:

a. Untuk membuka wawasan dan khasanah berpikir mahasiswa, akademisi 

hukum, dan pemerintah tentang perlindungan konsumen terhadap 

penayangan iklan yang menyesatkan melalui media televisi

b. Memberikan masukan bagi pemerintah dan praktisi iklan untuk

memahami pengaruh atau dampak penayangan iklan yang menyesatkan

terhadap konsumen.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, karena penelitian ini meneliti data sekunder berupa peraturan 

perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen dan periklanan. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, maka penelitian ini didukung juga dengan pendekatan yuridis 

empiris guna mendapatkan informasi dari lapangan yang berkaitan dengan
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perlindungan konsumen terhadap penayangan iklan yang menyesatkan 

melalui media televisi.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan

data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran

terhadap sumber bahan hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen 

termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah,

dengan kata lain sumber yang telah diolah.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama atau lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang objek 

penelitian. Sumber data di dapat dari informan yaitu Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai lembaga swadaya masyarakat 

yang berorientasi pada kepentingan pelayananan konsumen yang 

bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen dan 

membantu pemerintah. Juga ditarik sampel sebanyak 20 orang dari 

kalangan ibu rumah tangga, dengan pertimbangan :

- ibu rumah tangga memiliki lebih banyak waktu untuk 

televisi di rumah,

menonton
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- ibu rumah tangga memiliki peranan yang besar dalam menentukan 

produk yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Sampel sebanyak 20 dianggap sudah dapat mewakili populasi yang 

ada. Adapun teknik pengambilan sampel adalah stratified random 

sampling karena setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat 

kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. 

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan ini adalah 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini terutama berasal dari undang-undang yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen dan periklanan, yaitu UU No. 

8 Tahun 1999, serta keputusan presiden yang berkaitan dengan

8

perlindungan konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Tata Krama dan Tata 

Cara Periklanan Indonesia, hasil kalangan praktisi maupun akademisi 

hukum, koran, majalah jurnal, dan lain-lain.

c.. Bahan hukum tersier

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986,
halaman 28.
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data

adalah:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan

melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum mengenai

perlindungan konsumen dan periklanan serta membaca dan mempelajari

sumber-sumber bacaan, literatur, dokumen dan laporan yang berkaitan

erat dengan objek penelitian.

Metode dokumentasi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan 

(library research) yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat 

teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilakukan secara 

terbuka atau bebas dan dikeijakan dengan sitematis dengan berpedoman 

kepada daftar pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas.

i
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c. Kuisioner

Pengumpulan data dengan metode kuesioner ini dilakukan dalam 

bentuk tertutup. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mendatangi 

langsung para responden dan menyerahkan kuesioner kepada masing-

masing responden agar mengisinya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis kualitas

dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, sehingga 

didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang perlindungan konsumen

terhadap penayangan iklan yang menyesatkan pada media televisi.

•N.
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